ABSTRAK

Skripsi yang berjudul pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang
tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madiyyah anak dalam buku pedoman
pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama ini merupakan hasil penelitian
lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana pandangan
hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah
madiyyah anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama, dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan
Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madiyyah anak
dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk
menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis segala fakta yang
dihadapi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif yaitu menganalisis
data yang berangkat dari suatu yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan yang
bersifat umum. Dalam hal ini penulis meninjau data yang bersifat khusus yaitu
pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya
gugatan nafkah madiyyah anak dengan menggunakan teori yang bersifat umum yaitu
kewajiban orang tua terhadap anak secara yuridis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama
Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madiyyah anak terbagi
menjadi dua macam pendapat. Pendapat pertama adalah setuju, nafkah madiyyah
anak tetap tidak bisa dituntut secara mutlak karena /i/ intifa’ bukan /il tamlik.
Pendapat kedua adalah tidak setuju, nafkah madiyyah anak bisa dituntut karena
telah jelas diatur dalam perundang-undangan Indonesia bahwa ayah memiliki
kewajiban utama dalam menafkahi anak hingga dewasa dan belum ditemukannya
dalil al-Qur’an dan Hadis yang menyatakan nafkah anak adalah 7/ intifa’.

Secara yuridis pandangan hakim yang setuju dengan tidak diperbolehkannya
gugatan nafkah madiyyah anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama kurang relevan dengan peraturan lainnya. Seperti
dalam pasal 41 UU Perkawinan dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan
bahwa ayah tetap wajib menafkahi anak meskipun orang tua bercerai hingga anak
umur 21 tahun, sedangkan dalam pasal 13 dan 77 UU Perlindungan anak
menyebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari hal penelantaran.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa masalah
nafkah madiyyah anak ini perlu dikaji secara mendalam. Adapun hakim diharapkan
dalam memutuskan perkara tidak hanya mengikuti peraturan Mahkamah Agung
yang ada, tetapi melihat fakta-fakta yang terjadi. Sehingga bisa lahir putusan yang
lebih relevan dengan keadaan saat ini dan adil bagi semua pihak.



